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 Jemy Marsel Sallo (B111 10 361) “Tinjauan Kriminologis terhadap 
Kejahatan Eksploitasi Anak. (Studi Kasus di Wilayah Kota Makassar Tahun 
2010-2014), dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing I dan 
Hj.Nur Azizsa selaku pembimbing II. 
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab 
terjadinya kejahatan Eksploitasi Anak ,serta upaya apa yang dilakukan 
aparat penegak hukum dalam mengurangi kejahatan Eksploitasi Anak dan 
bentuk perlindungan apa yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban 
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 
empiris.Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi 
buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen 
resmi dan lain-lain. Data primer diperoleh secara lansung dari lapangan 
dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berhubungan 
dengan masalah yang diteliti yaitu Penyidik Kepolisian Polrestabes 
Makassar, serta anak yang menjadi korban  eksploitasi  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya kejahatan 
eksploitasi terhadap anak disebabkan oleh dorongan kesulitan ekonomi. 
faktor penyebab dari dalam diri individu hanyalah terjadi pada beberapa 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda 
yangberperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa1. Peran strategis ini 
disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi 
yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang 
dimilikinya. Pada tahun 1990 lahirlah konvensi hak anak (Convention On The 
Right Of Childen) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. 
Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres No.36 
Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Children. 
Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta 
melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. 
Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan 
terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak 
terkecuali anak memiliki perbedan satu sama lain. Hal ini tertera pada pasal 
2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang menyatakan : 
“Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan 
menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap 
setiapanak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk 
apapun,tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, 
                                                          
1Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta, Hal. 2. 
pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau 
status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum” 
Oleh karena itu Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung 
utamasekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk 
diskriminasiyang dilakukan oleh siapun juga2.Seperti di sebutkan dalam ayat 
2 konvensi Hak Anak.  
Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat 
kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu : 
1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang 
tuanya. 
2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan 
keluarganya baik secara tetap maupun sementara. 
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum 
kepadaanak yang dituduh melanggar hukum. 
Jumlah anak Indonesia di bawah umur 15 tahun kurang lebih 1/3 
darijumlah penduduk. Mereka merupakan golongan lemah yang kerap kali 
tidak dapat membela diri dan sangat peka terhadap penyalahgunaan dan 
penelantaran terhadap dirinya.3Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di 
masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak 
mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali 
diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang 
berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.  
                                                          
2 Ibid hal, 10 
3Made Sadhi Astuti,2002,Hukum Pidana dan Perlindungan Anak.Malang,Ikip Male 
Dalam acara di televisi anak-anak sering tampil dengan riasan wajah 
yang tebal, baju seperti orang dewasa, jam siaran melebihi tiga jam, serta 
menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser. 
Dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak tepatnya Pasal 
68 jelas diatur bahwa perusahaan dilarang memperkerjakan anak di bawah 
umur,juga pada Pasal 69 disebutkan boleh diperkerjakan jika usianya diatas 
14 tahun dan harus mendapat izin dari orang tuanya. Selain itu, maksimal 
jam kerja anak-anak juga dibatasi yakni tidak boleh lebih dari tiga jam,dan 
harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).4 
Pelaku industri televisi dan orang tua sering tidak menyadari kalau 
mereka telah melakukan eksploitasi terhadap anak. Pelaku industri televisi 
dan orang tua dapat saja dihukum dengan menggunakan Pasal 88 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan atau denda paling banyak 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan hukum yang dibuat 
pementah sudah ada tetapi tetap masih ada kelemahan baik dari isi pasal 
yang mengatur maupun dari penerapan Undang-Undang itu sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu juga, alasan 
orang tua untuk mengembangkan bakat anak seharusnya tidak mengurangi 
hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih 
                                                          
4Kompas/Edisi 18 Juni 2009/Sinetron remaja dinilai Eksploitas anak,Hal 5 
sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun 
belajar.  
Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus 
mempertimbangkan sisi psikologis dari si anak karena pada saat itu anak-
anak tersebut masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap. 
Anak yang menekuni bidang keartisan ini juga terkesan seolah-olah bukan 
suatu bentuk pengembangan bakat atau sedikitnya kalaupun ada 
pengembangan bakat itu hanya kecil karena yang menonjol adalah bahwa 
anak tersebut berprofesi sebagai artis dan mendapakan upah atas apa yang 
telah dikerjakannya tersebut. 
Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak 
disebabkan berbagai faktor, antara lain, dampak negatif dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan 
informasi,kemajuan IPTEK, serta perubahangaya hidup telah membawa 
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga 
akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.Selain itu, anak yang 
kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam 
pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari 
orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret 
pada pergaulan yang kurang sehat, sehingga akan merugikan 
perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang 
bagi anak untuk melakukan tindak pidana. 
Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya 
berdasarkan pikiran, perasaandan kehendaknya,akan tetapi keadaan 
lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya, diantaranya 
adalah perilaku untuk berbuat jahat. Menurut data Direktorat Jendral 
Pemasyarakatan Depkehdan HAM tahun 2002 menunjukan jumlah anak 
yang ada di LP anak mencapai 3277 anak. Mereka tersebar di 13 LP yang 
ada di seluruh Indonesia. Angka ini belum termasuk anak-anak yang ditahan 
di Polsek dan Polres.5 Sedangkan informasi BPS hingga akhir 2003, terdapat 
136.000 anak yang berkonfllik dengan hukum dan setiap tahunnya 
sedikitnya400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak.6Data ini 
belum signifikanbila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah 
anak-anak karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasusyang berhasil 
ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan.Padahal masih banyak perilaku 
anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidakmencuat ke 
permukaan.  
Dari data tersebut di atas menunjukan bahwa problema anak yang 
melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh 
memprihatinkan.Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilansering 
kali hak-hak terdakwauntuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. 
Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa 
                                                          
5Sanggar Anak Akar,Segera Benahi Sistem Pendidikan Anak,http/www.Hukum online.com(diakses 
tgl 16 juli 2014 pkl 20.00 wita) 
6 Lily Rikanto,Dua Tahun UU Perlindungan anak Pelaksanaan Masih Jauh Dari 
Harapan.Http/www.Hukum online.com (diakses tanggal 16 juli 2014 20.40 wita) 
mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka.7Salah satu bentuk 
pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai 
pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari 
berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga 
berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak 
atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak 
manusiawi. Hak Lily Rikantono, Dua tahun UU perlindungan anak Pelaksaan 
Masih Jauh Dari atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh 
bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.  
Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku 
tindak pidana. Oleh sebab itu, hakim harus yakin bahwa putusan yang akan 
diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan 
dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk 
mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi 
keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai 
aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. 
Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana,haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan 
anak, yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat 
kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa 
                                                          
7 sanggar Anak Akar, Segera Benahi System Pendidikan Anak, Http/www.hukum online.com( 
diakses pada tanggal 17 juli 2014 pukul 19,00 wita) 
depannya.8Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan 
kasus anak karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan 
anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak.Yang terpenting adalah 
bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik 
denganhukum. 
Dengan demikian implementasi dari UU No.12 Tahun 2012 
TentangPendidikan Tinggi Anak diharapkan dapat memberikan arah yang 
tepat dalammemberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana, serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih 
responsive terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana. 
Memang, kesempatan dalam mencari uang sangatlah sulit, 
persaingan begitu ketat. Namun sebagai orang tua, apakah begitu tega 
melihat anaknya menjadi bintang, menjadi selebritis, menjadi terkenal, 
dengan banyak dan penuh aktifitas, namun disisi lain, sebenarnya mereka 
hidup tidak normal, tidak seperti sebagaimana anak-anak seusia mereka. 
Mereka mempunyai jadwal malam hari, siang hari sehingga hak-hak 
dasar anak itu menjadi tidak terpenuhi. Arumi Bachsin yang seharusnya 
bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktifitas 
shootingdan wawancara. Dan ini jelas-jelas merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak anak di Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak 
untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak 
                                                          
8Srie Widawati Soekanto.1984.Anak dan Wanita Dalam Hukum,Jakarta Lp 3 Es.Hal 13 
sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Tidakkah terpikir 
kepada orang tua mereka bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan 
eksploitasi terhadap anak mereka, demi yang namanya uang dan 
ketenaran. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menyadari 
pentingnya permasalahan anak ini untuk dibahas, maka penulis tertarik 
untuk membahasnya lebih rinci lagi dalam skripsi yang berjudul:“TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN EKSPLOITASI ANAK (STUDI 
KASUS DI WILAYAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2010-2014) 
 
B. Rumusan Masalah 
Setelah meninjau latar belakang di atas maka permasalahan penelitian yang 
akan diangkat sebagai berikut 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi 
anakdiwilayah Kota Makasaar? 
2. Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam 
mengurangi kejahatan eksploitasi anak?  




1. Untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan eksploitasi anak di wilayah kota Makassar 
2. Untuk mengetahui Upaya apakah yang dilakukan aparat penegak 
hukum dalam mengurangi kejahatan eksploitasi anak 
3. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang 
menjadi korban eksploitasi. 
 
D. Manfaat Penelitian 
SecaraTeoritis 
1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan 
ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana dan 
khususnya masalah perlindungan anak, 
2. Memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum 
mengenai penegakan hukum terhadap perlindungan anak, 
3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pembuat undang-undang di dalam menetapkan 
kebijakan sebagai upaya mengantisipasi maraknya kesewenang-
wenangan yang dilakukan terhadap anak di Indonesia. 
Secara Praktis 
1. Untuk memberikan sumbangan informasi kepada mahasiswa 
mengenai tindak pidana eksploitasi terhadap anak. 
2. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
pemerintah dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengatasi 
masalah anak. 
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-
undang mengenai kebijakan pemerintah yang dibuat selama ini 


















1. Pengertian Kriminologi  
Menurut bahasa kriminologi terdiri dari 2 kata      : 
-Krimino 
-Logis 
Kriminologi berasal dari bahasa yunani = Crimen / Crime ( ilmu 
pengetahuan ). Dari dua kata diatas maka kita dapat mengartikan kata 
kriminologi sebagai ilmu kejahatan. 
Kriminologi berapa ilmu pengetahuan / kejahatan yang berisi sebab 
akibat perbaikan dan pencegahan dapat kita pecah menjadi ilmu 
kriminalistik, Vitimologi 
Kriminologi Terbagi Atas 2 jenis          : 
1.      dalam arti sempit 
         kriminologi yang mempelajari sebab perbuatan kejahatan, perbaikan, ( 
statistik kriminal, pencegahan dalam arti prepentif) 
2.      Dalam arti luas 




         Status Kriminologi dalam Pandangan Para Ahli 
1. Kriminologi bukan ilmu pengetahuan tetapi hanya sebagai 
pengetahuan saja 
2. sesuai dengan perkembangan sarjana mengatakan bahwa kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan / Science Tipologi 
Baru dikatakan ilmu pengetahuan apabila mempunyai                  :   
-     Objek 
      Khusus mengenai kejahatan dan penjahat 
-     Tujuan 
      Untuk menangulangi / mengatasi kejahatan / penjahat dalam masyarakat  
-     Metode 
      Dalam mencapai tujuan = deduktif dan induktif 
1. Sebagianparasarjanaberpendapat bahwa kriminologi, ilmu 
pengetahuan. 
2. sebagian mengatakan ia sebagai pengetahuan,  
Alasan kriminologi bukan muncul dari filsafat ( induk pengetahuan ) tapi 
dia muncul secara tiba-tiba = seorang ahli statistik ( A Quetelet ) 
Pengertian menurut Para Ahli 
 Michael dan Adler mengemukakan bahwa:9 
“Kriminologi adalah Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan 
sifat  dari penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara 
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resmidiperlukanoleh lembaga-lembaga penertiban masyarakat dan 
oleh para anggota masyarakat” 
Dari pengertian diatas unsur-unsur kriminologi adalah sebagai berikut: 
1. kumpulan informasi / keterangan tentang perbuatan (kejahatan) 
2. kumpulan keterangan sifat kejahatan dan kumpulan dari sifat para 
pelaku kejahatan  
Komentar yang dikemukakan oleh Michael itu adalah kriminologi itu 
masih dianggap bukan ilmu pengetahuan. Sementara di lain sisi sebagian 
ahli mengkaji dari perspektif yang berbeda. 
Pengertian Kriminologi Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah:10 
“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
akibat,perbaikan, kejahatan sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.” 
Unsur – Unsur kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo 
1. kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan 
2. yang mempelajari sebab akibat kejahatan 
3. Dengan adanya sebab akibat kejahatan tersebut maka timbul kesadaran 
untuk melakukan perbaikan dan pencegahan. 
Bila dikaji lebih detail, maka akan ditemukan beberapa unsur di dalam teori 
Soedjono itu, yaitu:  
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a. sebab akibat ( namun akibat ini sudah tidak termasuk dari 
kriminologikarena sudah berdiri sendiri (viktimologi ) 
b. Perbaikan dan pencegahan 
pencegahan terbagi atas 2  
1. preventif ( sebelum terjadi perbuatan tersebut ) 
2. Represif ( Setelah terjadinya ) 
Represif terbagi menjadi 2 yaitu     : 
a.   Kriminalitastik 
      ilmu yang berusaha menemukan orang yang melakukan 
kesalahan / kejahatan 
b.   Penologi 
      Ilmu tentang bagaimana agar menghukum seprang 
naraidana namun bukan menyiksa agar tidak melakukan 
kejahatan lagi  
Pengertian Kriminologi menurut Edwin H Suterland adalah11 
 “Sekumpulan ilmu yang membicarakan masalah kejahatan sebagai 
gejala sosial yang dalam istilah CriminologyIs A Body Knowledges that 
Regarding A Crime As social Phenomenom yang menerangkan yang  
mana saja yang merupakan ilmu yang membicarakan kejahatan “ 
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Menurut Sutherland Ilmu yang membantu kriminlogi dalam memerangi 
kejahatan. 
A.   Biologi yang Terdiri Atas 
1. Psikiatri ( Ilmu jiwa Yang sehat ) 
2. Endokrinologi ( Ilmu yang mempelajari tentang kelenjar ) 
3. psikologi ( ilmu jiwa yang sehat ) 





C.   Sekumpulan Ilmu yang Normatif ( Mempunyai Sanksi /hukum ) 
1.     Ilmu hukum 
2.     Ilmu agama 
3.     Ilmu etika 
4.     ilmu estetika 
Pendapat Frello “ Structure Of Personality “ merupakan bagian dari 
struktur manusia dibagi 3 bagian: 
1.bagian terbesar yaitu ‘ IT ‘ 
Merupakan kumpulan dari seluruh dari keinginan atau nafsu manusia 
2.bagian yang agak besar ‘ EGO “ 
Pelaksana dari keinginan kita atau IT 
3.Bagian yang paling kecil Fersonality = Super Ego 
Merupakan kumpulan dari segala pengeahuan dan pangalaman 
manusia dalam kehidupanyaSuper ego merupakan Alat penilaian tugasnya 
untuk menilai baik atau buruk keinginan nafsu ‘ IT ‘ 
 
2. Kriminologi Sebagai Ilmu Pembantu Hukum Pidana 
 Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada masa lampau, perbedaan 
antara Hukum Pidana dengan Kriminologi sangat besar. Kriminologi bukan 
merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Hukum pidana 
adalah ilmu pengetahaun dogmatis yang berkerja secara deduktif. 
Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang berorientasi kepada 
ilmu pengetahuan alam kodrat yang menggunakan metoda empiris-induktif. 
Sesuai perkembangannya, perbedaan ini menjadi tidak begitu tajam, 
terutama setelah Perand Dunia II, di mana kriminologi berkembang menjadi 
ilmu pengetahuan yang lebih banyak membahas tentang tingkah laku 
manusia. Dikatakan bahwa kriminologi telah berubah dari ilmu pengetahuan 
menjadi ilmu pengetahuan gamma. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan 
hukum pidana, yang mulai banyak memberikan tekanan kepada arti 
fungsional dan arti sosial dari kelakukan seseorang, dan kasuistik 
memainkan peranan yang besar, di mana sampai batas-batas tertentu, 
hukum pidana juga menggunakan induksi dan empiri. 
Namun demikian, perbedaan antara kedua disiplin ilmu tetap ada. 
Hukum Pidana masih dipandang sebagai ilmu pengetahuan normatif yang 
penyelidikan-penyelidikannya adalah sekitar aturan-aturan hukum dan 
penerapan dari aturan-aturan hukum itu dalam rangka pendambaan diri 
terhadap cita-cita keadilan. Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang 
mengkaji norma-norma atau aturan-aturan yang seharusnya, lalu dirumuskan 
dan ditetapkan, dan kemudian diberlakukan. Hukum pidana bersifat umum 
dan universal, dan disebut sebagai post factum ‘setelah kejaidan’. Suatu 
ketetapan dapat dirumuskan jikalau apabila permasalahan kejahatan telah 
terjadi di dalam masyarakat, kemudian diberlakukan suatu aturan atau norma 
yang memberikan batas-batas. 
Sementara itu, kriminologi, yang meskipun dalam beberapa hal 
berpangkal tolak dari konsepsi hukum pidana, lebih banyak menelusuri dan 
menyelidiki tentang kondisi-kondisi individual dan kondisi-kondisi sosial dari 
konflik-konflik, dan akibat-akibat serta pengaruh-pengaruh dari represi 
konflik-konflik dan membandingkannya secara kritis efek-efek dari represi 
yang bersifat kemasyarakatan disamping juga tindakan-tindakan itu. Berbeda 
dengan hukum pidana yang bersifat normative, kriminologi lebih mengkaji 
tentang kenyataan yang senyata-nyatanya, menafsirkan konteks, yang 
didapati dari hasil penelitian. Kriminologi bersifat lebih khusus dan terbatas. 
Oleh karena itu kriminologi disebut sebagai pre factum ‘sebelum kejadian’, di 
mana kriminologi lebih mengkaji sebab musabab dari suatu permasalahan 
kejahatan. 
Meski berbeda, para ahli hukum pidana tetap memerlukan kriminologi 
sebagai ilmu pengetahuan pembantu. Dengan menyadari sifat tersendiri dari 
masing-masing ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan hukum pidana dan 
kriminologi harus bekerja secara berpasangan, tetapi dengan arahnya yang 
berlawanan. Di antara kedua disiplin ilmu pengetahuan ini, terdapat pikiran 
integrasi yang saling memerlukan antara satu sama lain. Meskipun berbeda, 
ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi tidak dapat dipeisahkan. 
Dan justru diperbatasannya ini timbul persoalan-persoalan. 
Objek dari ilmu pengetahuan hukum pidana adalah hukum yang 
berlaku, norma-norma dan sanksi-sanki hukum pidana yang berlaku. Hal ini 
harus dijelaskan, dianalisa dan disistematsi oleh hukum pidana untuk 
mendapatkan penerapan yang lebih baik lagi. Ilmu pengetahuan hukum 
pidana harus meneliti tentang asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan 
undang-undang. Selain bersifat sistematis, tugas ilmu pengetahuan hukum 
pidana juga bersifat kritis. Ilmu pengetahuan ini harus mengkaji kepatutan 
dari asas-asas itu sendiri dan seberapa jauhkah norma-norma dari hukum 
yang berlaku itu harus berada dalam keadaan yang harmonis dengan asas-
asas ini. 
Hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari “hukum”. Hukum itu selalu 
tumbuh, hampir setiap hari sehingga hampir tidak ada hal dalam kehidupan 
ini yang tidak dicampuri hukum. Pertanyaan mengenai dari mana datang dan 
tumbuhnya hukum, dijawab secara klasik, yang jawabannya adalah hukum 
bersumber dari undang-undang, kebiasaan, peradilan dan ajaran-ajaran 
hukum. Akan tetapi diantara sumber-sumber hukum ada kepatutan-
kepatutuan, tetapi hampir tidak ada yang mengkaji tentang kepatutan-
kepatutan itu, padahal dia justru sangat menentukan. Dalam hal ini, 
kriminologi memainkan perannya. Kriminologi membuka jalan terang kea rah 
sumber kepatutan-ketapatutan ini. Jadi, kriminologi membantu ilmu 
pengetahuan hukum pidana. Kriminologi menunjukkan kepada pembentuk 
undang-undang dan hakim menengai tanggung jawab mereka yang sangat 
besar dalam bidang kemanusiaan. Melupakan “kepatutan” atau tidak tahu 
tentang “kepatutan” akan menyinggung pula hal-hal termasuk bidang 
kemanusian yang menjadi kurang diperhatikan. 
Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mendapatkan tempat di 
kriminologi. Dalam suatu rantaian penelitian kriminologis yang bersifat 
interdisipliner, ilmu hukum mempunyai fungsi. Ilmu hukum menunjukkan 
kepada kriminologi seberapa jauh materi tertentu telah diperhatikan oleh 
hukum, misalnya perundang-undangan tentang kejahatan remaja. Hukum 
menunjukkan kepada kriminologi sorotan dan pandangan ilmiah sekitar 
hukum tentan hal tersebut. melalui sejarah hukum, seorang ahli kriminologi 
mengetahui bagaimana perundangan-udangan terdahulu mengenai hal 
tersebut, atau melalui perbandingan hukum: mengatur tentang hal yang 
sama. 
Jadi, kriminologi dan ilmu hukum pidana saling mempengaruhi. 
Kriminologi menerima hukum itu seperti yang dimaksudkan oleh ilmu hukum 
pidana, sebaliknya kriminologi dan praktek hukum memperkaya ilmu hukum 
pidana dan mengadakan evaluasi atas hukum pidana itu. 
Dengan menyimak kemungkinan-kemungkinan pertumbuhan hukum 
pidana dan kriminologi yang akan terjadi di masa depan, kita perlu 
mengadakan sintesa antara latar belakang dari terjadinya aliran-aliran 
berpikir secara ilmiah dengan kemungkinan-kemungkinan dapat bertumbuh 
dan berkembangnya ilmu-ilmu hukum pidana dan kriminologi itu secara 
terintegrasi. 
Perbedaan metoda dan etos pandangan kemanusiaan antara kedua 
disiplin ilmu itu, pada saat sekarang ini, tidak boleh mengakibatkan suatu 
keadaan bertentangan. Perbedaan metoda, yaitu normatif deduktif dan 
empiris induktif, yang dikatakan membuat kriminologi itu tidak berhukum, 
artinya memusatkan diri pada kejadian-kejadian dan melupakan norma-
norma, mengutamakan individu daripada sistem sosial, pada masa sekarang 
harus segera diralat. Begitu juga sebaliknya, hukum pidana harus lebih 
banyak melihat justiabel sebagai manusia agar dapat melaksanakan 
tugasnya seperti diharapkan oleh perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan 
dewasa ini. 
Pelaksanaan tugas dari ilmu pengetahuan hukum pidana yang 
demikan mengakibatkan orang-orang pada dewasa ini telah banyak 
berkecimpung dalam hukum pidana, baik dalam teori maupun praktek, yang 
melihat persoalan-persoalan hukum pidana tidak lagi sebagai persoalan 
yang abstrak. Orang semakin banyak menaruh perhatian kepada “manuisa”, 
dan semakin mendalam. Hal ini mendapat perhatian dari kriminologi, dan 
berpengaruh terhadap hukum pidana.12 
3. Pembagian Kriminologi 
a. Menurut A.S. Alam kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, 
yaitu :Kriminologi Teoritis 13Secara teoritis kriminologi ini dapat 
dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya 
memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas : 
1) Antropologi Kriminal:Antropologi kriminal merupakan ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri 
khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso, ciri 
seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, rambutnya 
lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan 
seterusnya. 
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2) Sosiologi Kriminal:Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di 
dalam kategori sosiologi kriminal adalah : 
a) Etiologi Sosial:Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan. 
b) Geografis:Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
c) Klimatologis:Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
antara cuaca dan kejahatan. 
3) Psikologi Kriminal:Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa.  
4) Tipologi:Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
5) Psikologi Sosial Kriminal:Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial. 
6) Psikologi dan Neuro Phatology Kriminal:Yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila. Misalnya 
mempelajari penjahat-penjahat yang masi  dirawat di rumah sakit jiwa. 
7) Penologi:Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, 
arti dan faedah hukum. 
b.    Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang 
timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis 
adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). 
Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah: 
1) Hygiene Kriminal :Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya. 
2) Politik Kriminal :Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak 
melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang 
seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, 
sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan 
penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan 
kejahatan. 
3) Kriminalistik (police scientific)Ilmu tentang penyelidikan teknik 
kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan. 
2. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi 
Dalam kriminologi, di kenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran 
pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto : 
“Adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang 
digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, 
menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.” 
Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena 
kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu : 
1.    Kriminologi Klasik 
Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umunya yang 
menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang 
fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan 
perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka 
masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang 
dikehendakinya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik 
sebagai individu maupun masyarakat. 
Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari 
sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan 
kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu 
yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Tanggapan rasional yang 
diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan 
dengan berbuat kejahatan yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang 
harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat 
diperoleh dari melakukan kejahatan.Dalam hubungan ini, maka tugas 
kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan 
meminimalkan tindak kejahatan. 
 
 
2.    Kriminologi Positivis 
Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia 
ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor 
biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang 
bebas untuk berbuat menuruti dorongan kehendaknya dan intelegensinya, 
akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau 
kulturalnya.Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk 
menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri 
penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis 
dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan 
undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan 
kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap 
ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-
undang. 
3.    Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-
persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akantetapi 
lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam 
membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikianakan 
mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi 
pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan 
tertentu pada waktu dan tempat tertentu. 
 
B.  Kejahatan Eksploitasi Anak 
1. Pengertian kejahatan 
 Hampir setiap hari terjadi tindakan kejahatan, baik di kota maupun 
desa seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, perampasan, dan lain 
sebagainya.14Pada dasarnya kejahatan timbul karena ada kesempatan dan 
niat dari pelakunya Sehingga kita selalu dituntut untuk waspada. Sebenarnya 
apa pengertian darkejahatan itu? Dalam hal ini akan dikemukakan 
pengertian kejahatan menurut pendapat para ahli, antara lain : 
1. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian 
kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. 
Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah 
laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi 
sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.15 
2. Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial 
yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, 
sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk 
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menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman 
kepada penjahat16. 
3. Menurut Elliot  kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat 
modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat 
dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan 
seterusnya. 
4. Menurut Bonger  kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial 
yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa 
pemberian penderitaan.17 
5. Menurut Moeliono  kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma 
hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai 
perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh 
dibiarkan (Negara bertindak)18. 
6. Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung 
konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang 
relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan 
perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh 
sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu 
perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan 
                                                          




atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan 
ruang dan waktu.19 
2.Pengertian Eksploitasi Anak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi  adalah 
”eks·ploi·ta·si/ éksploitasi / n 1 pengusahaan; pendayagunaan:– nikel di 
daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing;  
2 pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tenaga 
orang): –atas diri orang lain meng·eks·ploi·ta·si v1 mengusahakan; 
mendayagunakan (perkebunan,tambang,dsb); 2 ki mengeruk (kekayaan); 
memeras (tenaga orang lain); peng·eks·ploi·ta·si  orang yang 
mengeksploitasi orang lain: juragan juga menjadi ~ para pembantu 
12Eksploitasi (Inggris :exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara 
sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi 
hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan 
rasakepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak.Pasal 1 menyatakan  anak adalah “Orang yang tela 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas tahun) dan belum kawin” 
Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979, LN1979-32 tentang 
Kesejahteraan Anak dalam pasal 1, anak adalah: ”seseorang yang belum 
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mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”Berdasarkan 
pengertian diatas dapat disimpulkan eksploitasi anak adalah politik  
pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan 
terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa 
mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi 
kesejahteraan terhadap anak.UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria 
pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:20 
1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini; 
2. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja; 
3. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan 
psikologis yang tak patut terjadi; 
4. Upah yang tidak mencukupi 
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak; 
6. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; 
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak 
seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan 
eksploitasi seksual; 
3.Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perbuatan eksploitasi dalam 
UU ini dapat dilihat pengertiannya, yaitu: 
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a) Memperalat  :Menggunakan atau memperlakukan sebagai alat :ia 
telah~orang itu untuk mencapai maksudnya.21 
b) Memanfaatkan:Menjadikan ada manfaatnya (gunanya 
dsb):~pekarangan yang kosong itu untuk penimbunan kayu;~surat 
kabar untuk pendidikan.22 
c) Memeras  :Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain:dia 
dituduh~buruh-buruhnya;meminta uang dsb dengan ancaman.23 
d) Keuntungan  : Hal mendapat untung (laba); manfaat; faedah24. 
2. Pasal 13  
1) Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan salah lainnya. 
a. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap anak 
berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, 
dsb25.perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun 
seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 
ketidakadilan, 
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual adalah pemanfaatan yang 
dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak  
untuk kepentingan ekonomi atau seksual semata-mata tanpa 
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mempertimbangkan rasa  kepatutan, keadilan serta kompensasi 
kesejahteraan terhadap anak. 
c. Penelantaran adalah perbuatan tidak melarang anak untuk 
melakukan suatu perbuatan tertentu; tidak menghiraukan anak; tidak 
memelihara anak baik-baik26. 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan adalah perbuatan yang 
dapat mempengaruhi fisik dan psikis anak.27 
e. Ketidakadilan adalah perbuatan berat sebelah terhadap anak; 
memihak28. 
2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk 
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku 
dikenakan pemberatan hukuman.Perlakuan salah lainnya adalah 
perbuatan lain diluar daripada perbuatan diatas. 
3. Pasal 59 
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban 
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kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 
anak korban perlakuan salah dan penelantaran.  
4. Pasal 60 
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
terdiri atas: 
a.  anak yang menjadi pengungsi;  
b.  anak korban kerusuhan;  
c.  anak korban bencana alam; dan  
d.  anak dalam situasi konflik bersenjata. 
5. Pasal 61 
Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan hukum humaniter. 
6. Pasal 62  
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, 
dan anak  
dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 
huruf b,huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :  
a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, 
pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi,  jaminan 
keamanan, dan persamaan 
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat 
dan anak yang mengalami gangguan psikososial. 
7. Pasal 63  
Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk 
kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa 
perlindungan jiwa.  
8. Pasal 66 
1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 
2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;  
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan  
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 
dan/atau seksual.  
3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi 
terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
9. Pasal 67  
(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, 
dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.  
(2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, 
melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi 
dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  
10. Pasal 68  
(1)  Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan 
perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan 
melaluiupaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan 
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.  
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, 
atauperdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).  
11. Pasal 69  
(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual 
dilakukan melalui upaya :  
a.penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan  
b.pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.  
(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, 
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1).  
3.Kejahatan Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang–undang ini pasal yang mengatur mengenai eksploitasi anak 
terkait dengan perlindungan anak dari eksplotasi ekonomi,  eksploitasi 
seksual,dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan  
bentuk-bentuk  
pekerjaan terburuk bagai anak diatur dalam pasal: Pasal 20 ayat (1) dan (2); 
Pasal  
38 ayat (4); Pasal 49 ayat (2); Pasal 58 ayat (1) dan (2); Pasal 64.  
1. Pasal 20 
(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. 
(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 
wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, 
dilarang. 
2. Pasal 38 
(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 
yang sepadan  dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang 
adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan 
kehidupan keluarganya 
3. Pasal 49 
(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi 
reproduksi wanita.  
Penjelasan:Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi 
reproduksi” adalah  pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid,  
hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak. 
4. Pasal 58 
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala 
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 
pelecehan seksual  selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau 
pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan 
(2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan 
pelecehan seksual  termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan 
terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan 
pemberatan hukuman. 
5. Pasal 64 
 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi  dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 
sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral. kehidupan 
sosial, dan mental spiritualnya.  
4. Teori Penyebab Kejahatan 
Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, 
yaitu : 
1)      Teori lingkungan 
Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab terjadinya 
kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih 
bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. 
Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan 
bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang 
melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah : 
1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan; 
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; 
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda29. 
Jadi, selian dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), fakto eksternal 
yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan 
kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger 
yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan 
kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.” 
3)      Teori Kontrol Sosial 
                                                          




 Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang 
mengatakan bahwa : 
Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal 
yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan 
tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang 
dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial 
kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan 
seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai 
kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah 
kemampuan kelompok socialatau lembaga dalam masyarakat untuk 
melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.30 
Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan 
seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada 
keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin 
maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga 
sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai 
kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari 
tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut. 
4)      Teori Spiritualisme 
 Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair sudut 
kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak 
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beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan 
seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan 
seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat 
seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk 
melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan. 
5)      Teori Multi Faktor 
 Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam 
memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai 
berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua 
faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. 
 Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan 
hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. 
Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha 
pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang 
telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha 
tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum 
terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan 
kejahatan. 
 Menurut Soedjono D31 mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-
usaha sebagai berikut :“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan 
preventif dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha 
                                                          
31Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 61 
penanggulangan kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi 
penanggulangan kejahatan secara umum”.  
A. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif dan 
rehabilitas sosial. 
B.  Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus 
meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik; 
2. Peradilan yang objektif; 
3.  Hukum dan perundang-undangan yang wibawa; 
4.  Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang 
serasi; 
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan; 
6.  Partisipasi masyarakat; 
Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnyanya kejahatan 
dilakukan oleh  aparat eksekusi serta orang biasa.32 
Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan sebagai 
berikut : 
Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat 
dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga 
dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat 
secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang 
menanggulangi kejahatan.28 
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Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk menanggulangi dan 
mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada masyarakat juga di 
bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat penegak hukum guna 
menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.  
5.Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara 
yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan 
represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula 
masing-masing, usaha tersebut : 
1. Tindakan Preventif 
 Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah 
atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. 
 Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan 
tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik 
penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, 
tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau 
mencapai tujuan.33 
Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang 
terpenting adalah : 
1. Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi 
dalam arti sempit; 
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2. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 
a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari 
nafsu berbuat jahat. 
b)   Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 
penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi 
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan 
lain-lain); 
3. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 
kejahatan dengan berusaha menciptakan; 
a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 
b.  Sistem peradilan yang objektif 
c.  Hukum (perundang-undangan) yang baik. 
4. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur; 
5.  Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usahah 
prevensi kejahatan pada umumnya.34 
2.Tindakan Represif 
 Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh 
aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. 
                                                          
34Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 
1981, hal. 15 
Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan 
tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang 
setimpal atas perbuatannya. 
Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan 
untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak 
hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan 
pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai 
pembinaan narapidana. 
 Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan 
tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara 
atau tekhnik rehabilitasi, yaitu : 
1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum 
penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman 
bersyarat dan hukuman kurungan. 
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi 
orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi 
terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan 
agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.35 
 Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu 
suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan 
hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan 
perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi 
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lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana 
untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah 
dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 
2.  Peradilan yang efektif. 
3.  Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 
4. Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang 
serasi. 
5. Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya 
kejahatan. 
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 
 Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana 
tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yagn dilakukan 











A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian 
diPolrestabes Kota Makassar, seputara jalan Adiyaksa Baru, Nusantara dan 
tempat wisata Pantai Losari karena memiliki wilayah hukum yang cukup 
luas dan banyak terdapat kasus tindak pidana yang dimana korban dari 
tindak kejahatanadalah anak.Sehingga tepat bila penulis memilih lokasi 
penelitian tersebut 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan menggunakan data 
primer dan data sekunder.36 
b. Data sekunder, ialah data hukum yang terdiri atas buku-buku teks 
(textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal  
hukum, pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-
hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.37 
C.Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara( Interview ) 
     Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-
keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. 
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b. Observasi 
Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan 
yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah 
dalam rangka penelitian,dengan maksud untuk mendapat data yang 
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa 
dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen 
yang ada di Polrestabes Kota Makassar dan Perpustakaan FH-UH dan juga 
buku-buku tentang pendapat, teori-teori serta hal-hal lain yang sifatnya 
pendukung dalam skripsi ini. 
D. Teknik Analisis Data  
Analisa data yang digunakan penulis dalam menulis Skripsi ini adalah 
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang 
berbentuk kata-kata dimana data yang berbentuk kata-kata tersebut 
dianalisa untuk kemudian dirangkum secara cermat agar mendapatkan  
hasil yang akurat serta dapat menjawab permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam rumusan masalah sertadidukung pula dengan fakta-fakta 




                                                          





 Pembangunan infrastruktur di kota Makassar membuat kaum miskin 
kehilangan pekerjaan. Segala upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup termaksud melibatkan anak untuk mencari uang. Keterlibatan anak 
dalam kegiatan ini melampaui batas kewajaran sehingga akan berdampak 
buruk pada anak yang mengakibatkan anak kehilangan hak-hak mereka 
untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. 
 Informan dalam penelitian ini adalah pengemis, pekerja seks, pekerja 
anak lainnya yang dimana sumber datanya di ambil dari Polrestabes kota 
Makassar. Berikut data-data mengenai tingkat kejahatan yang terjadi pada 
anak berdasarkan hasil survey. 
Tabel I 
Jumlah Kasus Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak 
Tahun 2010-2014 
Tahun Kejadian Pekerja Seks Pengemis Pekerja Anak Jumlah 
2010 3 8 6 17 
2011 1 3 4 8 
2012 2 5 3 10 
2013 5 11 6 22 
2014 6 8 5 19 
Jumlah 17 35 24 76 
Sumber Data: Polrestabes kota Makassar 
Menurut sumber informasi berdasarkan studi wawancara dengan Iptu 
Efry ( 03-03-2015)Kepolisian Resort kota Makassar, untuk kasus membawa 
lari anak dilakukan dengan motif yang berbeda. Ada yang dibawa lari untuk 
dijual dan ada dibawa lari untuk dijadikan pekerja seks komersial. Sementara 
kasus yang lain secara teknis terjadi karena faktor kelainan psikologis 
maupun  lingkungan. sebagaimana kata Aiptu , “ini merupakan tindak pidana 
yang tidak bisa ditolerir. Petugas selalu melakukan upaya pemberantasan 
tetapi masih ada juga yang keras kepala.” 
Meskipun larang-larangan eksploitasi anak secara ekonomi maupun 
seksual anak ada dalam undang-undang , tetapi pada kenyataanya masih 
terjadi, contohnya; anak bayi yang diajak orang tuanya mengemis, 
mengamen di pinggir perempatan lampu lalu lintas, buruh pabrik, menjual 
tubuh, dan yang lebih buruk lagi tidak sedikit orang tua yang menyuruh, 
memaksa anak yang belum dewasa buat kerja menjadi TKW dan TKI, dan 
lain-lain. Hal ini penulis temukan saat lewat di depan masjid Raya Makassar. 
Ketika singgah di perempatan trafict light, para pengamen maupun gepeng 
(gelandangan pengemis) lalu berbarengan menghampiri para pengguna 
jalan untuk meminta uang. Melihat fenomena ini penulis mencoba cari tahu 
persoalan sosial yang terjadi dengan meneliti para gelandangan tersebut. 
Kemudian penelitian terhadap pengamen dan gepeng dilakukan 
dalam waktu 3 (tiga) hari. Kesulitannya meminta informasi langsung kepada 
mereka karena takut mengira akan diserahkan ke polisi. Namun, setelah 
lama membujuk secara persuasif akhirnya beberapa di antara mereka bisa 
mau untuk dimintai keterangan.  
“Dari kecil pi kami di sini. Disuruh ki cari uang banyak. Tapi sekarang 
ka sembunyi-sembunyi mi anak-anak. Biasa tiba-tiba bela datang 
polisi toh. Karna banyak mi juga di sini sudah dijakkala. Enak tonji 
begini. Lihat mi saja itu semua orang diterlantarkan ji itu sama 
bapaknya. Nda jelas ki, makanya diambil. Nasuka-suka semuanya ji. 
disuruh ki pura-pura menangis juga,” kata Tibol ( 29-02-2015), salah 
seorang gelandang pengemis. 
Lalu untuk mendukung tingkat objektivitas, penulis juga melakukan 
wawancara pada pengemis dan gepeng yang sering beraksi di sekitar traffic 
light Jalan Adhyaksa Baru. Tidak jauh berbeda dengan jawaban dari 
pengamen dan gepeng di sekitar masjid raya. Berikut kata salah seorang 
anak kecil bernama Anti ( 30-02-2015) 
“Bapak sama mama kerja sari laut. jual-jual. kalo siang tukang batu. 
disuruh ki begini supaya cari banya’ uang. Ini adekku e masih bayi 
disuruh ka sengaja gendong di sini. supaya na kasihani ki orang na 
bilang mamaku. Ada juga adekku satu yang laki-laki lagi disuruh jadi 
tukang parkir. Sampe jam 10 atau jam 11 malam disini. Karena 
disuruh ki memang dari mama ta. Dilarang ki sekolah” 
Terakhir penulis mendapat informasi tentang kegiatan pekerja seks 
komersial yang masih remaja. Sambil diskusi terbuka bersama teman (salah 
seorang informan yang berprofesi sebagai mucikari di salah satu tempat 
hiburan) yang bernama Eka Nadya( 01-02-2015). Ia menyebutkan: 
“Biasanya kami di sana memang kita rekrut anak-anak SMP. Tapi 
dilihat tong juga bodynya. kalau yang kecil percuma ji. Ada yang mau 
memang karena mau di bilang gaul. Ada juga yang memang orang 
tidak ada kodong. jadi terpaksa mi begini. Anak-anak juga di sana 
tidak peduli ji sama aturan. kalau digerebek tinggal bayar saja 
petugas” 
Demikianlah penelitian yang penulis lakukan terhadap pelaku dan 
korban. Selanjutnya akan dicermati lebih lanjut dalam pembahasan. 
B. Pembahasan 
Maraknya tindakan eksploitasi anak secara ekonomi diasumsikan 
karena Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak 
yang belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi 
anak. Oleh karena itu, pelaku eksploitasi anak secara ekonomi kurang takut 
atau meremahkan sanksi yang ada dalam UUPA tersebut. Untuk itu, 
diperlukan tela'ah terhadap sanksi pidana eksploitasi anak secara ekonomi 
dalam undang-undang No.23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak. Atas 
dasar ini, penulis sangat tertarik pada eksploitasi anak secara ekonomi. 
Penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan 
yang timbul dan mengkajinya lebih mendetail. 
1. Faktor Penyebab Eksploitasi Anak 
 Permasalah ekonomi dan sosial yang di hadapi anak Indonesia saat 
ini ditandai dengan ditemukannya anak yang mengalami perlakuan yang 
salah seperti eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, tindak 
kekerasan, diskriminasi, anak yang diperdagangkan, dan penelantaran. 
Dampak nyata semakin memprihatinkan saat ini di kawasan Makassar ialah 
berkembangannya jumlah anak yang terpaksa dan di paksa untuk mencari 
nafkah yang menjadikan anak sebagai korban eksploitasi seksual oleh 
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk 
mengambil keuntungan dari pekerjanya yang melakukan praktik di hotel-
hotel, rumah kontrakan, rumah kost, kafe- kafe dan klub malam.  Tindakan 
eksploitasi secara seksual terhadap anak menimbulkan dampak tersendiri 
bagi perkembangan jasmani maupun rohani anak. Eksploitasi 
seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ 
tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan dan bentuk 
penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan anak semaksimal 
mungkin oleh orang lain dalam bentuk kenikmatan seksual yang dapat 
ditukarkan dengan benda-benda, materi dan uang atau sejenisnya yang 
mempunyai nilai jual. Dengan demikian eksploitasi seksual merupakan suatu 
perbuatan kejahatan. 
 Walaupun larangan-larangan eksploitasi seksual terhadap anak telah 
di atur dalam Undang-Undang, namun pada kenyataan masih banyak anak 
yang masih menjadi korban eksploitasi baik oleh orang tua, keluarga, oknum 
tertentu, dan teman-teman di lingkungan sekitarnya39. Perbuatan tersebut 
merupakan salah satu bentuk pekerjaan yang tidak dapat ditolerir 
keberadaannya dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 
karena bagaimana pun anak juga mempunyai hak-hak yang harus dihormati 
keberadaannya dan harus dilindungi. Berdasarkan fakta dan keadaan yang 
tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, maka respon 
dikatakan Darly Beum sebagai tingkah laku balas atau sikap yang menjadi 
tingkah laku adekuat, yang dilihat dari tiga indikator yaitu persepsi, sikap dan 
partisipasi.yaitu anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi anak sangat 
mendukung akan diadakan pemberantasan bagi para tindak kejahatan yang 
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dimana sudah merenggut kesenangan mereka dimasa muda seperti pada 
anak-anak normal dan memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi siapa 
saja yang melakukan tindak kejahatan ini. Dengan melihat respon dapat 
diketahui bagaimana sebenarnya tanggapan dan sikap anak tersebut 
terhadap tingkat kejahatan eksploitasi anak. Karena perbedaan respon dapat 
memunculkan perbedaan yang tajam pada pemanfaatan suatu program. 
Menurut Iptu Efry berbagai faktor penyebab tindak kejahatan eksploitasi anak 
di kota Makassar, yaitu karena faktor lingkungan keluarga, faktor ekonomi 
keluarga yang tidak mampu, faktor lingkungan pergaulan dan faktor 
teknologi. Semua faktor tersebut lah yang menyebabkan anak lebih mudah 
menjadi korban eksploitasi secara seksual yang dilakukan baik oleh 
keluarga, teman, ataupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang 
memanfaatkan anak tersebut untuk mendapatkan uang. 
a.  Faktor Internal 
Faktor internal pelaku, Faktor internal adalah faktor yang berasal 
dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada berbagai 
macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus 
ke dalam tindak kejahatan eksploitasi anak. Dikota Makassar yang 
menjadi pelaku kebanyakan adalah orang tua dari sikorban, pelaku 
cenderung pada tindak kejahatan secara fisik dikarenakan himpitan 
ekonomi.Ada orang tua yang memperbolehkan anaknya belajar sambil 
bekerja ada juga yang memasang target pendapatan setiap 
harinya.Penyebab internal itu antara lain:40 
a. Perasaan Egois. Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat 
ini seringkali mendominir seseorang tanpa sadar yang pada suatu 
ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk melakukan hubungan 
seksual. Perasaan seseorang yang menghendaki agar semua 
keinginannya tercapai.  
b.  Kehendak Ingin Bebas, Sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang 
dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat, 
banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. 
Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku 
setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. 
Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut 
melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan hal 
seksual, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus 
pada kegiatan eksploitasi seksual.  
c. Rasa Keingintahuan. Perasaan ini pada umumnya lebih dominan 
pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak 
terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang 
sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang seksual ini juga dapat 
mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam 
eksploitasi seksual, misalnya anak-anak yang ingin mengetahui 
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mengenai alatkelaminnya sehingga menimbulkan keingintahuannya 
lebih mendalam terhadap fungsi dan ataupun bentuk atau apapun 
mengenai alat kelaminnya dan alat kelamin lawan jenisnya.  
Kejahatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi, menurut 
Samuel Yochelson dan Stanton Samenow dalam bukunya The Criminal 
Personaling bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal, tetapi 
yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir 
yang abnormal yang membawa penjahat memutuskan untuk melakukan 
kejahatan41. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow berpendapat 
bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu 
Sense Superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan 
yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. 
Dikota Makassar eksploitasi mental ini juga banyak diterima dari berbagai 
kalangan baik dari orang tua, teman, preman, pengguna jalan. Diri pribadi 
manusialazimnya terdiri dari tiga aspek pokok. Aspek pertama adalah 
rasionya atau aspek kognitif manusia. Aspek lainnya adalah hal emosinya 
yang lazim disebut aspek afektif.42 Aspek yang ketiga yang sebenarnya 
merupakan hasil penyerasian antara aspek kognitif dengan aspek afektif, 
adalah aspek konatif atau kehendak manusia. Aspek inipun ada 
kecenderungan untuk menyatakan bahwa kehendak ditentukan oleh 
keserasian antara pikiran dengan perasaan, hal ini disebabkan oleh 
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karena tidak dapat ditentukan secara mutlak aspek mana yang lebih 
besar peranannya. Pada akhirnya hal itu tergantung pada situasi yang 
dihadapi, kalau yang dihadapi adalah masalah yang rumit, maka 
terkadang penanggulangannya. 
b.  Faktor Eksternal 
 Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak 
menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi anak dikarenakan kesulitan 
keuangan atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang 
tua dan masalah khusus menyangkut hubungan anak dengan orang tua, 
pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan. Kombinasi faktor-faktor 
ini yang seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah 
atau hidup mandiri. Dikota Makassar yang lebih banyak menjadi korban 
tindak kejahatan eksploitasi anak adalah anak berumuran 4-<17 tahun 
dikerjakan sebagai anak jalanan. Orang tua anak jalanan kebanyakan 
berpendidikan rendah  atau tidak berpendidikan sama sekali atau  hanya 
bekerja seperti tukang sapu jalan dan pedagang asongan. 
1. Faktor Ekonomi 
 Menurut Harbison43 bahwa dalam masyarakat pendesaan yang 
mengalami transisi dan golongan miskin kota, anak jalanan akan 
memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia  bila kondisi ekonomi 
perubahan atau memburuk. Dikota Makassar banyak anak berarti banyak 
kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika pendapatan orang tua yang rendah dan 
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tidak mencukupi kebutuhan keluarga tentu saja anak dalam hal ini yang 
seharusnya dibiayai oleh orang tuanya harus bekerja untuk membiayai 
kebutuhannya bahkan kebutuhan orang tuanya. Dalam hal ini anak jalanan 
lah yang menjadi kambing hitam bahkan akan terus menjadi korban jika 
keuangan dalam keluarga tetap menipis. Berikut kata salah seorang anak 
kecil yang berinisial SA ( 24-06-2015) 
 “ Apami kodong mau kumakan saya sama adekku kalau mauka 
tunggu dari penghasilannya orang tuaku, orang tuaku juga na suruhka 
pergi jadi anak jalanan supaya ada jg kudapat uang untuk bantu 
mama bapakku”  
2. Faktor Budaya 
 Dalam konteks sosial budaya  masyarakat indonesia anak yang 
bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin 
serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari 
budaya dan tata kehidupan keluarga indonesia. Banyak orang merasa 
bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga 
sejak dini anak diikut sertakan dalam proses kerja. Dikota Makassar bagi 
orang tua memiliki anak berarti memiliki masa depan yang lebih baik. Anak 
memiliki potensi yang dapat membantu perekonomian keluarga baik itu 
sebatas membantu pekerjaan rumah tangga maupun bekerja diluar rumah 
dan menghasilkan uang. Pada kasus anak jalanan dikota Makassar 
ditemukan kasus orang tua yang memperkerjakan anaknya sudah melewati 
batas kewajaran. Berikut pengakuan dari salah seorang orang tua yang 
berinisial RY (24-06-2015) 
“ Kalau pulangmi anakku itu sekolah kusuruh tongmi pergi dijalanan 
menjual ataumengamen atau mengemis supaya dapat tongka 
penghasilan tambahan ka kalau dirumah tenaji bua-buana jadi anak 
na susaijaka“ 
3. Faktor Pendidikan 
 Pendidikan terkait erat dengan permasalahan eksploitasi anak. 
Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, 
rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya 
pendidikan,kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap 
tantangan kerja masa depan,mahalnya biaya pendidikan yang menyebabkan 
pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama 
dikalangan masyarakat miskin. Orang tua dikota Makassar notabene adalah 
juga dulu bernasib sama dengan anak mereka sekarang. Ketidakpahaman 
mereka tentang arti pendidikan inilah yang menyebabkan orang tua 
mengeksploitasi anak mereka. Mulai dari yang hanya sekedar menyuruh 
bekerja namun memebebaskan untuk belajar sambil bekerja dan tidak 
memasang target penghasilan bekerja setiap hari, ada juga yang memasang 
target penghasilan setiap hari dah bahkan jika target tidak terpenuhi maka 
sianak akan mendapat perlakuan kasar seperti makian,kata-kata kotor, 
bahkan sampai pada kontak fisik. Dari penuturan sikoraban dan orang tua 
sikorban, orang tua anak jalanan rata-rata hanya tamatan SD. Berikut kata 
salah seorang anak kecil berinisial RO ( 25-06-2015 )  
“ Bapakku saya kodong sampai SD, terus mamaku sampai kelas 3 ji 
SD sekolana, begitu tongmaka saya kodong nda dikasih sekolah 
maka gara-gara tena doena orang tuaku jadi mending disuruh maka 
kerja saja di lampu-lampu merah” 
Keluarga batih adalah unit terkecil namun memiliki peranan yang sangat 
penting dalam masyarakat yang mempunyai fungsi-fungsi pokok, sebagai 
berikut:44 
1. Sebagai wadah berlangsung sosialisasi primer, yakni dimana anak-
anak dididik untuk memahami dan menganuti kaidah-kaidah dan nilai-
nilai yang berlaku dalam masyarakat. 
2. Sebagai unit yang mengatur hubungan seksual yang seyogianya. 
3. Sebagai unit sosial ekonomi yang membentuk dasar kehidupan sosial-
ekonomis bagi anak-anak  
4. Sebagai wadah tempat berlindung, agar kehidupan berlangsung 
secara tertib dan tentram, sehingga manusia hidup dalam kedamaian. 
Keluarga batih kecil mendapat pengaruh lingkungan psikososial dan 
budaya yang terjadi melalui seleksi, maka pada keluarga batih besar 
hal itu berlangsung tanpa seleksi, dengan demikian, maka pengaruh-
pengaruh lingkungan psikologi sosial dan budaya lebih besar dari 
pengaruh keluarga batih itu sendiri.  
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Keluarga batih mempunyai pengaruh besar terhadap anak yang 
boleh dikatakan masih sangat bergantung pada keluarga batih tersebut, 
dalam mencari identitasnya, mereka cenderung dekat dengan teman-
teman senasib yang biasanya disebut kawan-kawan sepermainan.45 
Kelompok sepermainan ini sangat berperan terhadap remaja, apabila 
terjadi ketegangan antara remaja dan orangtuanya. Ketegangan mungkin 
terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara pandangan remaja 
mengenai kehidupan dengan pandangan orangtuanya. Orang tua yang 
mengalami kesulitan mendidik putra-putrinya yang remaja adalah mereka 
yang belum percaya penuh atas kemampuan mandiri putra-putrinya, 
sehingga cenderung untuk terlalu melindunginya (over-protective).  
Timbulnya kejahatan dalam kelompok sepermainan ataupun 
lingkungan, berdasarkan sudut pandang sosiologis bahwa karena adanya 
timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik-ekonomi dan 
bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu 
baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Tinjauan yang lebih 
mendalam tentang interaksi ini, dapat dibuat dari berbagai sudut 
sebagaimana akan diteran gkan sebagai berikut: faktor-faktor ekonomi 
yaitu ada anggapan bahwa ada suatu hubungan langsung antara 
keadaan-keadaan ekonomi dan kriminalitas, terutama mengenai 
kejahatan terhadap hak milik dan pencurian.  
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Telah diuraikan bahwa kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang 
merupakan tingkah laku manusia yang menyimpang dari norma-norma 
yang hidup dalam masyarakat yang sangat dihormati dan dijunjung 
tinggi. Kelakuan disebut menyimpang jika telah mendapat penilaian dan 
reaksi dari masyarakat yaitu yang bersifat tidak disukai ataupun telah 
dikenakan sanksi badan yang merupakan suatu penderitaan ataupun 
dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Kecenderungan atas 
meningkatnya kejahatan tersebut sangat dicemaskan oleh berbagai 
kalangan, khususnya orangtua apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh 
anak-anak di kalangan pelajar. Kejahatan tersebut dilakukan dalam 
bentuk kenakalan, misalnya:46 
a. berbohong, memutarbalikkan fakta dengan tujuan menipu atau 
menutupi kesalahan  
b. membolos,pergi meninggalkan sekolah tampah sepengeta- 
tahuan pihak sekolah..  
c. kabur, meninggalkan rumah tanpa izin orangtua atau 
menentang keinginan orangtua  
d. keluyuran, pergi sendiri maupun berkelompok tanpa tujuan, 
mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif  
e. memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang 
lain, sehinnga mudah teransang untuk mempergunakannya, 
misalnya pisau, pisau silet,dan lain-lain.  
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f. Bergaul dengan teman yang berpengaruh buruk, sehingga 
mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar kriminil.  
g. Berpesta pora semalaman suntuk tanpa pengawasan, 
sehingga mudah timbul tindakan-tindakan yang kurang 
bertanggungjawab  
h. Membaca buku-buku cabul dan kebiasaan menggunakan 
bahasa yang tidak sopan  
i. Secara berkelompok makan di rumah makan tanpa bayar.  
j. Turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan 
alasan kesulitan ekonomi maupun tujuan lainnya  
k. Berpakaian tidak pantas dan meminum minuman keras atau 
menghisap ganja sehingga merusak dirinya maupun oranglain.  
Perkembangan dan perubahan yang menuntut modernisasi dalam 
pemenuhan kebutuhan ditentukan oleh konteks perjuangan kelompok-
kelompok manusia yang berubah secara konstan, lalu dimanifestasikan 
melalui serangkaian kegiatan sosial manusia yang terorganisir secara 
sosial pula, demikian pula dengan meningkatkan populasi maka 
diperlukan suatu ukuran produksi yang lebih besar untuk memenuhi 
kebutuhan manusia.47 Proses modernisasi yang tumbuh subur di negara-
negara terutama di negara berkembang demikian giatnya menciptakan 
(dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang baik menjadi yang lebih baik 
dan dari yang baik menjadi lebih terbaik) kebutuhan dari berbagai jenis 
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tekhnologi, ketrampilan, dll untuk mengelola lingkungannya sebagai 
akibat proses modernisasi, maka cara-cara mengusahai dan mengelola 
lingkungannya berubah secara historis. Perubahan-Perubahan itulah 
yang mengiring manusia menjadi semakin antusias demi mencapai apa 
yang menjadi keinginannya, sehingga diperlukan bentuk-bentuk 
organisasi sosial yang menyebabkan terbentuknya pelapisan sosial yang 
baru. Dalam mencapai suatu tujuan diperlukan suatu perbuatan untuk 
memperoleh hasilnya. 
 
2. Upaya Polri dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Eksploitasi Anak 
Upaya kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam 
UU No. 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa 
“fungsikepolisian  adalah salahsatu fungsi pemerintahan Negara di bidang 
pemeliharaan  keamanan dan ketertiban masyarkat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” 
Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan 
semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Pasal 5 ayat 1 UU No.2 
Tahun 2002 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu : 
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarkat, menegakkan hukum, serta memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. 
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Burhan. S,Sos, S.H, MH 
( 04-03-2015 ) menyatakan bahwa : 
“Keseriusan pihaknya dalam menangani kasus kekerasan 
terhadap tindak kejahatan eksploitasi anak di kota Makassar. 
Maka dari itu, tanpa pikir panjang dirinya siap berkomitmen dalam 
penegakan hukum perkara tersebut. Dalam menyikapi kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan anak tentunya perlu adanya 
suatu upaya konkrit dan strategis. Salah satunya bekerja sama 
dengan berbagai pihak. Kepolisian pun memberikan dukungan 
pada pelayanan sehingga harapan dan tuntutan grand strategi 
Polri tercapai dengan baik ” 
Berdasarkan ketentuan diatas Nampak secara tegas dinyatakan 
bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah 
penegakan hukum.Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok 
yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Sedangkan Peran Kepolisian 
dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan 
manusia, salah satunya adalah melalui pencegahan dan pemberantasan 
kejahatan perdagangan manusia. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa 
perlidungan korban dapat juga dilihat sebagai perlindungan hukum untuk 
tidak menjadi korban kejahatan. Dalam strategi pencegahan kejahatan yang 
lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk 
membagi pencegahan kejahatan ke dalam dua pendekatan 
1. Tindakan Preventif 
Cara Preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan 
ataupenanggulangan yaitu: 
a) Sistem Aboliosinistik 
Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan 
denganmenghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. 
Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-
sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-
penelitian lapangan. 
b) Sistem Moralistik 
Yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan 
melaluipenerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-
sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat 
terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. 
Menurut Iptu Efry Kasubnit PPA (Satreskrim Polrestabes Kota 
Makassar)Pencegah kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat 
kejahatan sampai padatingkat yang minimal sehingga dapat menghindari 
intervensi Polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan 
adanya keterbatasan Polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga 
perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan 
tersebut. Dalam mencegah semakin maraknya perdagangan anak 
perempuandibawah umur, Upaya pihak penyidik Unit PPA Polrestabes 
Makassar dengan cara melakukan tindakan preventif yaitu: 
a) Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan 
dapat melancarkan lalu lintas perdagangan wanita dan anak seperti : 
a. pelabuhan laut, 
b. pelabuhan udara, dan 
c. patroli perairan untuk mengawasi kapal atau perahu yang diduga 
membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas manusia yang 
diperdagangkan secara ilegal dari desa ke kota maupun dari satu kota ke 
kota lainnya dan dari dalam negeri ke negara tujuan. 
b) Menghimbau kepada penyalur jasa tenaga kerja indonesia dan pengusaha 
hiburan untuk tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan memberikan 
suratperingatan melalui Dinas Sosial Makassar. 
c) Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh SMP dan SMA di 
Makassar yang melibakan para dokter, psikolog, dan LSM sebagai upaya 
mencegah perdagangan manusia yang dilaksanakan sekali dalam setahun 
d) Pelatihan, dan seminar-seminar terkait tindak pidana perdagangan 
manusia di kalangan aparat penegak hukum. Yang dimana pelatihan dan 
seminar-seminar rutin yang diadakan merupakan agenda rutin tahunan yang 
dilaksanakan setahun sekali yang di ikuti oleh para staf dan penyidik Unit Sat 
Reskrim jajaran Polrestabes Makassar. 
e) Melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial kota Makassar untuk 
melakukan pendataan di tempat-tempat lokalisasi yang ada di kota Makassar 
setiap setahun sekali atau memasuki dan sesudah bulan suci Ramadhan 
dan memberikanpengarahan-pengarahan mengenai masalah Bahayanya 
Penyakit AIDS dan penggunaan alat kontrasepsi. Tujuan pendataan adalah 
mencegah masuknya orang-orang baru ke tempat-tempat lokalisasi yang 
ada di kota Makassar 
2. Tindakan Represif 
Upaya yang dilakukan pihak penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar 
dengan cara melakukan tindakan preventif dan represif, sedangkan upaya 
represif yang dilakukan yaitu 
1) Penegakan hukum 
Yakni dengan malakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya 
menemukan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan memberikan 
sanksi yang setimpal bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia 
sesuai dengan UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 
2) Melakukan kegiatan razia di tempat pelacuran, hiburan malam dan 
sejumlah hotel yang ada di Makassar, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan 
kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan udara yang ada di 
Makassar dengan tujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan 
perdagangan wanita dan anak-anak serta menangkap para pelaku dan 
mengungkap jaringannya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk 
kegiatan razia atau penggerebekan di tempat pelacuran, 
pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan 
atau pelabuhan udara dan sejumlah Hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan 
yang ada di Maksaar, Polrestabes Makassar bekerjasama dengan Dinas 
Sosial Makassar dan yang bergerak di bidang Human Trafficking. Kegiatan 
razia atau penggerebekan tersebut dilakukan jika ditempat-tempat tersebut 
diduga atau ada laporan dari masyarakat setempat, atau dari hasil 
penyelidikan dari pihak penyidik menemukan bahwa tempat-tempat tersebut 
ada kegiatan trafficking 
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan HukumKorban Eksploitasi Anak di Kota 
Makassar 
Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan 
diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam 
suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip 
oleh Gosita (1996: 1),48 yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa 
“melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara di masa depan”.  
A. Pusat Pelayanan Terpadu 
Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, 
psikologis dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke 
daerah asal korban, menjadi tanggung jawab sektor-sektor sesuai dengan  
tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri NegaraPemberdayaan 
Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian 
Negara RItentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anakdiwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan 
Terpadu di beberapa rumah sakit umum Pusat dan Daerah serta rumah sakit  
Kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang 
diperlukan.Ros Dalimaselaku Kanit PPAPolrestabes Makassar (wawancara, 
1-03-2015 )mengatakan: 
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‟Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah Dokter, Perawat,Psikolog, 
dan Penyidik , selain itu kami jugabekerjasama dengan pekerja sosial 
secara terpadu di bawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu‟ 
.Adapun lokasi Pusat Pelayanan Terpadu di Makassar berada di Rumah 
Sakit Bhayangkara TK II Mappaodang Makasar, Jl. Letjen Andi Mappaodang  
No. 63 Makassar SulawesiSelatan. 
B.Pelayanan Perempuan dan Anak 
Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum TerdapatPusat 
Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di RS Kepolisian dan RSUD di kota 
besar, MABES POLRI membentukUnitPelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian 69Wilayah dan Kepolisian 
Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan 
layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban 
perdaganganorang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang 
mencakup hampir di seluruh Kepolisan Daerah di Indonesia. Pada tahun 
2006, POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak 
hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan 
Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga nantinya diharapkan 
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada pada setiap Kepolisian Resort 
(Kabupaten/ Kota) di Indonesiaagar memudahkan para korban kejahatan 
khususnya korban kejahatan  
perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang maksimal 
Kedua upaya perlindungan di atas sekilas nampak sama dalam hal 
bentuk upaya perlindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada 
objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan 
langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya 
perlindungan tidak langsung, lebih pada para partisipan yang berkaitan dan 
berkepentingan terhadap perlindungan anak, yaitu orang tua, petugas dan 
pembina. 
Demi menimbulkan hasil yang optimal, seyogyanya upaya 
perlindungan ini ditempuh dari dua jalur, yaitu dari jalur pembinaan para 
partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian 
selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut. 
Upaya-upaya ini lebih merupakan upaya yang integral, karena 
bagaimana mungkin pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat 
berhasil, apabila para partisipan yang terkait seperti orang tua, para petugas 
dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina dan dibimbing serta diberikan 
pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik. 
Ditinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat 
dibedakan dari menjadi: perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi 
perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana; 
perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan di bidang 
sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan. (Waddong, 2000:40)49 
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Perlindungan yang bersifat yuridis atau yang lebih dikenal dengan 
perlindungan hukum. Menurut Arief (1998: 156) hal tersebut merupakan 
upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi 
anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. 
Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan, terakomodir dalam 
ketentuan dalam hukum perdata yang mengatur mengenai anak seperti, (1) 
Kedudukan anak sah dan hukum waris; (2) pengakuan dan pengesahan 
anak di luar kawin; (3) kewajiban orang tua terhadap anak; 
(4)kebelumdewasaan anak dan perwalian. (Retnowulan, 1996:3)50 
Dalam hukum pidana, perlindungan anak selain diatur dalam pasal 
45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut dengan diundangkannya Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 
Kemudian, terdapat juga beberapa pasal yang secara langsung atau tidak 
langsung berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu antara lain Pasal 278, 
Pasal 283, Pasal 287, Pasal 290, Pasal 297, Pasal 301, Pasal 305, Pasal 
308, Pasal 341 dan Pasal 356 KUHP. 
Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak yang pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan 
hak-hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang 
Kesejahteraan Anak, pada prinsipnya diatur mengenai upaya-upaya untuk 
mencapai kesejahteraan anak. Dan, yang terakhir Undang-undang Nomor 11 
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Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada prinsipnya 
mengatur mengenai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak 
pidana dalam konteks peradilan anak. 
Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata 
belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. 
Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan 
hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban 
mendapatkan (a) rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, (b) 
upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk 
menghindari labelisasi, (c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi 
korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan (d) pemberian 
aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. 
Selain itu, hak anak sebagai korban yang menderita secara fisik perlu 
mendapatkan restitusi maupun kompensasi atas akibat penderitaan yang 
dialaminya. Sebagaimana terkandung dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar 
Keadilan Bagi Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 
(Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985). 
Deklarasi tersebut mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a.  Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segera atas kerugian 
yang mereka derita. 
b.     Mereka harus diberitahu tentang hak mereka untuk mendapat ganti  rugi. 
c.  Para pelaku atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil bagi para 
korban, keluarga, dan tanggungjawab mereka. Penggantian demikian harus 
mencakup pengembalian hak milik atau pembayaran atas derita atau 
kerugian yang dialami, penggantian atas biaya yang dikeluarkan sebagai 
akibat viktimisasi tersebut, dan penyediaan pelayanan serta pemulihan hak-
hak. 
d.Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapat dari pelaku atas sumber-
sumber lainnya, negara harus berusaha menyediakan kompensasi 
keuangan. 
e.  Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, 
psikologis dan sosial yang diperlukan. (Yulia, 2010: 196)51 
Menurut deklarasi tersebut di atas, merupakan bagian dari hak anak 
sebagai korban yang harus dipenuhi. Karenanya, dalam perlindungan hukum 
terhadap anak sebagai korban merupakan bagian dari perlindungan kepada 
masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian 
restitusi maupun kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum dan 
rehabilitasi. 
Kemudian menurut peraturan Beijing Rules mengandung ketentuan 
khusus yakni bahwa: 
Untuk memfasilitasi kebijakan mengenai kasus anak-anak, maka harus ada 
upaya yang dilakukan untuk membekali para pelaksana program 
kemasyarakatan dengan hal-hal seperti pengawasan dan bimbingan 
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sementara, restitusi dan kompensasi bagi para para korban. (Peraturan 
Minimum Standar Amerika Serikat Untuk Administrasi Keadilan Anak-Anak 
(Peraturan Beijing Rule), Peraturan 11) 
Dalam ketentuan KUHAP Pasal 98, KUHAP memberi kesempatan 
kepada korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke 
dalam proses peradilan pidana, di mana ganti kerugian ini 
dipertanggungjawabkan kepada pelaku tindak pidana. Penggabungan 
gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akan memudahkan korban 
atau keluarganya karena tidak perlu mengajukan gugatan tersendiri. 
Gugatan ganti rugi ini tetap bersifat keperdataan walaupun diberikan melalui 
proses pidana. (Harris dalam Yulia, 2010: 178).52 Dilihat dari kepentingan 
korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pertama, 
untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan, 
dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari 
sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai 
suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai suatu yang 
konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku. 
(Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004: 65).53 
Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway 
((Chaerudin & Syarif Fadillah, 2004: 65),54 yaitu: a) Meringankan penderitaan 
korban, b) sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, 
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c) sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan d) mempermudah 
proses peradilan. 
Selaras dengan hak yang telah disebut menurut Van Boven yang 
dikutip Rena Yulia menyebutkan: 
Hak-hak para korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas 
reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe 
pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak 
asasi manusia. hak tersebut terdapat dalam berbagai instrumen hak asasi 
manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite 
hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi 
manusia. (Yulia, 2010: 43)55 
Selain hak-hak anak sebagai korban yang didapat berupa ganti 
kerugian, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan 
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi 
psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban 
yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan 
kembali kondisi kejiwaan korban. (Waluyo, 2011: 42).56 
Menurut ketentuan undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 
pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi 
dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
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bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik 
medis, rehabilitasi psiko-sosial. 
Anak sebagai korban selain dia mendapatkan hak-haknya sebagai 
korban maka dia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakannya. Kewajiban 
tersebut seperti anak tidak boleh main hakim sendiri, berpartisipasi dengan 
masyarakat untuk mencegah perbuatan agar korban tidak lebih banyak lagi 
(dapat terminimalisir), bersedia dibina atau membina dari sendiri untuk tidak 
menjadi korban lagi, (Waluyo, 2011: 44) 57serta mempergunakan uang 
restitusi maupun kompensasi sebaik mungkin untuk kepentingan korban 
bukan untuk disalahgunakan.  
Oleh karena itu, pemenuhan terhadap hak-hak korban merupakan hal 
yang terpenting dalam perlindungan korban. Selain hak yang harus dipenuhi 
korban, namun harus ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh korban. 
Dengan begitu pentingnya hak asasi manusia bagi korban harus senantiasa 
diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-
undangan. (Waluyo, 2011: 158)58 
Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam memberikan 
perlindungan terhadap anak sebagai korban di masa depan dilakukan secara 
preventif dan represif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencegah 
terjadinya tindak pidana perkosaan (preventif) terhadap anak, berupa: (1) 
Pengaturan dalam perspektif normatif yakni Peraturan Perundang-
Undangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti (a) sanksi 
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pidana, dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan 
hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus 
diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara 
pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau perkosaan 
tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya 
ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan 
sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah 
korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak 
bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun 
melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dan itu dilakukan di 
luar perkawinan. (Gosita, 1993: 12).59 
Kemudian upaya preventif perlu juga dibentuknya lembaga yang 
berskala nasional untuk menampung anak yang menjadi korban tindak 
kekerasan seperti halnya perkosaan atau KDRT. Lembaga penyantun 
korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang 
terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. 
Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera 
meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak 
kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh 
pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang 
tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang 
dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan 
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maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan 
baik. Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, 
baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat 
setempat baik secara individu maupun kelompok. (Harkrisnowo, 2003)60 
Secara Represif diperlukan perlindungan hukum berupa: (a) 
pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian 
yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, serta penggantian atas 
biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi tersebut. Mengenai hak ini 
diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yaitu: 
Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu 
pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian 
bagi orang lain, maka Hakim Ketua Sidang atas permintaan orang itu dapat 
menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu. 
Ketentuan yang ada dalam Pasal 98 KUHAP tersebut, tentang 
kemungkinan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang, terutama 
karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan 
penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan 
(korban), (b) Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan 
yang mengalami trauma berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk 
mengembalikan kondisi psikis korban semula. Sebagaimana yang dijelaskan 
dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak 
menjadi korban adalah upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di 
luar lembaga. (c) Pelayanan / bantuan medis, diberikan kepada korban yang 
menderita secara medis akibat suatu tindak pidana seperti perkosaan, yang 
mengakibatkan penderitaan fisik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat 
(1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di 
luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah 
proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik 
anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan 
rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik 
fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat 
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. 
(Penjelasan pasal 91 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak)  
Oleh karena itu, perlu dibentuknya lembaga sosial untuk menampung 
kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak kekerasan 
maupun kekerasan seksual. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah 
sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada 
beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. 
Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “setiap anak 
yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Penjelasan pasal 18 tersebut, 
mendapatkan bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, 
sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan. (Penjelasan pasal 18 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) 
Selanjutnya (d) Pemberian informasi, Hak korban untuk mendapat  
informasi mengenai perkembangan kasus dan juga keputusan hakim. Hak 
korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga 
keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah 
dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak 
dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi 
akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan 
dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. 
Yang terakhir (e) perlindungan yang diberikan oleh keluarga maupun 
masyarakat. Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban (anak) yang 
mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada 
korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban 
(anak), tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan 
yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak 
boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan 
bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, 
melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-
lain. Sedangkan berkaitan dengan peran masyarakat oleh media massa 
harus dilakukan dengan bijaksana demi perlindungan anak karena dalam 
Pasal 64 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
ditegaskan “perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa 
dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini seharusnya 
masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. 
Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak 
mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. 
Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan 
perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, 
korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan 
bermasyarakat. 
Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis dapat berupa, 
pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan 
anak, kemudian upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta 
peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program bea siswa dan 
pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, berbagai upaya 
perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk 
menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka 
pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip 
dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) Prinsip-prinsip 
non-diskriminasi (non-discrimination); (2) Prinsip Kepentingan terbaik untuk 
anak (the best interest of the child;(3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, 
bertahan hidup dan pengembangan (the right to life, survival and 
development);(4) Prinsip menghormati pandangan anak (respect to the views 
of the child).(www.sekitarkita.com,2002) 
Upaya perlindungan anak korban kekerasan baru mulai mendapat 
perhatian penguasa, secara lebih komprehensif, sejak ditetapkannya 
Undang-Undang Perlindungan Anak, meski perlindungan itu masih 
memerlukan instrumen hukum lainnya guna mengoperasionalkan 
perlindungan tersebut. Di samping adanya perlindungan yang bersifat 
abstrak (secara tidak langsung) melalui pemberian sanksi pidana kepada 
pelaku kekerasan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak juga 
menetapkan beberapa bentuk perlindungan yang lain terhadap anak korban 
kekerasan. Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi:  
“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.  
Kemudian dalam Pasal 18 disebutkan:  
“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya”. 
Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 17 
ayat 2 dan Pasal 18) hanya berupa kerahasiaan si anak, bantuan hukum dan 
bantuan lain. Hanya sayang, bahwa makna kerahasiaan tersebut tidak ada 
penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Perlindungan Anak, antara lain, disebutkan, bahwa: 
“Meskipun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM telah 
mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan 
tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, 
untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu 
undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi 
pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, 
pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan 
pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa 
dan bernegara”. 
Kemudian perlindungan yang berupa bantuan lainnya, dalam penjelasan 
Pasal18, hanya disebutkan bahwa:  
“Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,, sosial, 













 Berdasarkan pembahasan maka disimpulkan: 
1. Faktor penentu seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap 
anak: faktor Internal dan faktor Eksternal. 
2. Upaya penanggulan yang dilakukan aparat penegak hukum guna 
mengurangi kejahatan eksploitasi anak yaitu: 1) 1. Tindakan 
Preventive 
a) Sistem Aboliosnistik 
b) Sistem Moralistik 
2. Tindakan Represive 
Yakni dengan malakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya 
menemukan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan 
melakukan kegiatan razia di tempat pelacuran, hiburan malam dan 
sejumlah hotel yang ada di Makassar, pelabuhan peti kemas, 
pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan atau pelabuhan 
udara yang ada 
3. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi 
korban antara lain: Penyebarluasan atau sosialisasi  Pemantauan, 
pelaporan serta Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, 
serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat 
dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak  
B. Saran 
 Dari uraian kesimpulan di atas maka saran dari penulis adalah 
sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada orang tua agar dilakukan pengawasan terhadap 
anak di lingkungan pergaulan, baik keluarga maupun sekolah. 
2. Mengoptimalkan pendidikan pancasila dan pendidikan agama sebagai 
filter pergaulan bangsa. 
3. Bagi Pihak Kepolisian untuk lebih sering melakukan pengawasan dan 
sosialisasi dampak pergaulan bebas terhadap anak dan orang tua. 
4. Bagi pihak Kepolisian agar lebih tegas menertibkan anak yang bergaul 
secara liar. 
5. Bagi pihak kepolisian agar lebih sering-sering melakukan razia ke 
tempat-tempat prositusi untuk mengurangi keterlibatan anak yang 
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